SALINAN
NOMOR 6/C, 2007

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan

Mengingat

Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pengaturan alat Pemadam Kebakaran, perlu diatur

mengenai retribusi;

bahwa tarif dan jenis-jenis retribusi bidang alat pemadam
kebakaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu diadakan

penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi  Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3845);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4468);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



10.

1.

12.

13.

14.

15.

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan ~ Menteri  Tenaga  Kerja =~ Nomor
PER/02/MEN/1983  tentang  Instalasi  Alarm

Kebakaran Otomatis;

Peraturan ~ Menteri  Tenaga  Kerja ~ Nomor
PER-04/MEN/1985  tentang Perusahaan Jasa
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di

Bidang Retribusi Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di

Bidang Retribusi Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan

Peraturan Daerah,;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri
O);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor
1);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai

Unsur  Pelaksana  Pemerintah Kota Malang



(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor
2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha

tetap dan bentuk usaha lainnya.

. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk

mencegah dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk yang
berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatik gas,

mobil pompa dan motor pompa.

Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam
api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap
orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula
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